Euthanasia dalam Perspektif
Hukum Islam

Aroma Elmina Martha

Euthanasia adalah perbuatan untuk mengakhivi bidup seorang pasien, yang
meniiriet ilmu kedokteran dan pengalaman tidak munghin akan sembub
lagi. Tap: dalam ajavan ajavan Islam yang menghargai kebidupan manusia:
bagaimana kedudukan euthanasia 1tu sendivt. Apakah Ilam aban
membiarkan atan melarangmya secara regas; dan tulisan int akan
memberikan sehual pembabasan.

Pendahuluan

Tugas profesional seorng dokter
boegitu mwdia daiam pengalxdeinnya
SCSIDE gEnusia dan nnggung fawab
dokter semakin bertumbah berat akibar
kenajuan vang dicapai dalam: ilmu
kedokterun. Dengan demikian, nnka
setiap dokter perdu menghayvati etika
kedokteran. sehingga kemulian pro-
fesi dokter tetap terjaga baik.

Menghormuati dan mempertalunkan
setiap hidup insani mulai dar saat
pembuahan adalah bagian dari lafal
sumpah dokter Indonesia yang harus

dipegang. Di samping itu harus ber-
upaya mengembangkan tehnologl me-
dis vang diharaphkan apat memberikan
pelivanan medis Kepada nmsyarakar,
sepetti halnysn dengan penemuan alat
niedis yang dapat mempempanjing usia
hidup seseourang, yang memungkinkan
untuk penundaan kensitian seseorang.

Renutian pada saat ini tdak hanya
nierupakan nasalith dalam bidang ke-
dokteran saja. akan wtapi mempunyai
aspek legal. Duri segi kedokteran new-
pun dari hukom seseorang dinvatakan
nuati, apabila dokter aras dasar pe-
ngetahuan kedokteran vang  sesuai
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dengan standar profesi, tidak lagi
menemukan tanda-tanda kehidupan
yang spontan, yang dicerminkan oleh
adanya pernafasan yuang spontan,
fungsi jantung yang berjalan dengan
baik dan gangguan pada fungsi otak.
Sedang Uniform Determination of
Death Act (UDDA) yang merupakan
hasil keria Ad Hoc Committee fo Ex-
amine the Definition of Brain Death
dari Harverd Medicall School, membe-
rikan devinisi kematian sebugai berikut
An individual who has sustined either
(1) freversible cessation of circulatory
function, or (2) lreversible cessation
of all function of the entirc brain, in-
cluding the brainstem, is dead. A de-
termination of death must be made in
accordance with accepred medical
standarts,
{Individu yang mengalami (1) Berhenti-
nya fungsi-fungsi peredaran damah dan
an secara mutlak. atau (2) ber-
hentinya fungsi-fungsi selurub otak se-
cara mutlak, ternmsuk batang otak ma-
ti. Penentuan kematitin harus dilaku-
kun sesuai dengan standart medis yang
betlaku ?

Di Indonesia sama-sama kedua
konsep ini dipakai.*

Ikatan Dokter Indonesia, dalam SK
PB ID! No. 336/PB/A.4/88. 5 Maret
1988 (tentang sikap kematian dan pe-
nyakit terminal) menyebutkan bahwa

seseorang dinyatakan mati apabila
fungsi spontan pernafasan dan jantung
telah terhenti secara pasti (irreversible)
atau apabila terbukti telah terfadi ke-
matian batang otak. Dengan demikian
seseorang akan dinyatakan mati apa-
bila tidak ditemukan aktivitas otak
sebagaimana tercermin dii hasil peme-
riksaan Elektroensel falogrmf yang men-
datar dan fungsi spontan pernafasan
jantung yang terhenti™.’

Sesungguhnya, kematian merupa-
kan kejadian afaminh yang pasti terjadi
pada setisp nmakhluk yang bemyawa.
Hanya safu, setiap manusia akan ber-
iklniar untuk dapat mempertabankan
hidupnya, lebih lama di dunia agar ia
bisa melakukan aktivitas normal se-
bagai nrnusi,

Akan tetapi, justru di sini ada ma-
nusia yang ' ingin dipercepat- kema-
tiannya, agar ringan penderitaiannya.
Dan ini dalam kedokteran lazim
disebut cuthanasia.

Pengertian Euthanasia -

Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman
dikenal ada 3 triga) cara kematian
yaitu: (1), Wajar (Natiral Death), dalam
pengertian kematian korban oleh ka-
rena penyakit bukan karena kekerasan
atau ruda paksa, misalnya karena
penyakit jantung, karena pendarahan

labdul Muin 1dris, Butbanasia Ibmu Kedobteran Kehabktman, makalab
Embanasia, )akara, 24 November 1984, hal. 4.
Tacobus Billkong, Rumitnya Merumuskan Kematian Bisnis Indonesia, 16 Mei

1989, hal. VII kolom TV.
‘Trid, Kolom V1L
sabdul Muin, Op.Cit., hal. 6.
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otak, dan karena tuberkolusa. (2)
Tidak Wajar (Un-Natwral Death), yang
dapat dibagi menjadi: Kecelakaan,
Bunuh diri, Pembunuhan (3) .Tidak
dapat ditentukan (In-deter-minal), hal
ini disebabkan keadaan mayat telah
sedemikian rusak atu busuk sekali
sehingga baik luka maupun penyakit
tidak dapat dilihat dan ditemukan lagi.*
Mengenai tanda kematian ada
kesepakatan di antara para ahli yaitu:
Terhentinya denyut jantung, terhenti-
nya pergerakan pernapasan, kulit ter-
lihat pucat, melenuisnya otot-otot tu-
buh. terhentinya aktifitus otak (terhen-
tinyst otak secara tepat dan cepat hanya
daput diketahwui jika Kkita melakukan
pemeriksaan dengan bantuan abat-EEG
« Elektroensefalogmf. di nuna akan
terdihat mendatar selama 3 menit).
Menurut PP No. 8 198), pasal 1
ayat 6, seseorang mati jika fungsi spon-
tan pernafasan, jantungnya terhenti.
Hal ini bertentangan dengan rumusan
kenutian dalam SK PB 1Dl No. 336,
PB/A./88, tanggal 5 Maret 1988 (Ten-
tang sikap kematian dan penyakit ter-
minal) ying menyebutkan bahwa se-
seorang dinyvatakan nmari bilamana
fungsi spontan pernafasan dan jantung
telah terhenti secara pasti Grreversible )

atau bila terhukti telah terjadi kematian
batang otak.”

Tetapi mengingat semakin majunya
alat-alat kedokteran saat ini di Indo-
nesia, maka uvkuran kematian sese-
orang dapat dilihat dari kematian ba-
tang otak, yang tercemnin dari hasil
pemeriksaan Elektroensefalograf yang
mendatar dan fungsi spontan pernfasan
jantung telah terhenti®

Euthanasia dirumuskan dalam kode
ctik kedokteran Indonesia tersebut se-
bagai perbuatan untuk mengakhiri hi-
dup scomng pasien, yang menurut
Ilmu Kedokteran dan pengalaman ti-
dak mungkin akan sembuh fagi”

Di dalam llmu Kedokteran, eutha-
nasta dipergunakan dalam 3 arti seha-
sai berikut:

I. Berpindah ke alam baka dengan
tenang dan anman wnpa penderti-
tan dan bagi yang berinan dengan
i Allah di bibir.

Waktu hidup berakhir, diringankan
penderitian si sakit dengan mem-
berikan obat pencenang.
Mengakhirt penderitaan dan hidup
penderita dengan sengag atas per-
mintaan penderita sendin dan ke-
luzsgean.™

§u

o~

‘Abdul Mwun Idns, Penrerapan tmu
Penyidibar. Anggoti Ikapr, lakarta, 1982

“Ibid.. hal. 39.
“Tacobus Bilikong, Op.Cit.

Kedolkteran Kebabiman dalam Proses
. hal. 50 - 31,

"Abdul Mu'in Idris. Makalak Stmpostum Euthanasia, 1984, hal. o.

"Penfelasan Kode Etik Kedokteran,

pasal 10. keputusan Menteri Kesehatan No.

434/Menkes’SK. X, 1983 tentung berdakunya Kode Ftik Kedokteran Indonesia, bagi dokter

di Indonesia.
"Ioid.
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Euthanasia dapat juga didefnisikan
dengan anti sengaja tidak melakukan
sesuaty (nalaten) untuk memperpan-
jang hidup scorang pasien, dan semua
ini dilakukan khusus untuk kepen-
tingan pasien itu sendir. (Euthanasia
studi Group dari KNMG Holland ¢Ika-
tan Dokter Belanda)."

Dalam fimu Kedokteran, euthana-
sin dibedakan menjadi:

a. Euthanasia Aknf. yaitu sengaja
diambil tindakan yang hermkibat
kenutian.

b. Euthapasia Pasif, yaitu membiarkan
seseorang meninggalkan dengan
cara menghentikan atau tidak mem-
herikan perawatan yiang memper-
panjang  kehidupan. '

Selanjutnya euthanasia aktif dapat
dibedakan:

. Futhanasia aktif secara langsung
(eireet) yaitu dokter atau se-
ngitja melakukan suatu tindakan
medis untuk mengakhiri pende-
ritaan pasicn misal dengan sun-
tikan “overdosis’ morfin yang
mengakibastkan matinya pasien.
Euthanasin aktf secara tidok
tangsung (indireen), yaitu dokter
atau tenaga keschatan kin tan-
pa maksud untuk memper-

pendek ‘mengakhiri hidup pa-
sien melakukan tindakan medis
untuk meringankan penderitaan
pasien dengan adanya resiko
hahwa tindakan medis ini dapat
memperpendek mengakhiri hi-
dup pasien. Misalnya dengan
memberikan suntikan morfin
dengan dosis ying wajar tiap
kali bila pasien menderita sakit
yang amat sangat.'?

Di sini. tuinan utanm meringankan
penderitian dengan akibat samping
(resiko) hidup pasien diperpendek.

Adapun Euthanasia pasif astinya
dokter atau tenaga kesehatan Lin se-
ngitja tidak lagi memberikan hantuan
medis kepada pasien yang dapat mem-
perpanjang hidupnya (dengan catatan
hahwa perawatan pasien diberikan te-
rus menerus secam optimal dalam usi-
ha untuk mendampingi. membantt
pasien dalam fase hidup yang terakhir
ini).

Euthanasia pasif atas permintaan
dapat dinamakan auto euthanasia. Arti-
ny: seorang pasien menolak tegas de-
ngan sadar atau menerinu perawatan
medis dan iz mengetahui bahwa hal
ini akan memperpendek atau meng-
akhiri hidupnya. Dari penolakan terse-
but ia nrembuat sebuah “codicil”. (codi-
cil: pemyataan tertulis tangan).

UFred Ameln, Kapita Selekta Hulkum Kedobteran, Grafikatama Jaya, Jakart,

1991, hal. 132.
“pbdoel Djamali,

dkk. Tangguag Jawab Hubtum Seorang Dokter dalam

Menangaut Pasten, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hal. 132.

UFred Ameln, Op.Git., hal. 133
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Islam dan Euthanasia
Agann Islam sangattah memperha-

tikan kesehatan. Artinyz, segala upays

diusahiakan untuk memberi pelayanan
keschatan agar dapat mempertahankan
kehidupan seorang manusia. Oleh ka-
renanya, setiap orang diharuskan untuk
menjauhi segala perbuatan yang dapat
membahayakan dirinya dan atau
orang lain. Oleh karenanya, setiap
orang yang sakit diwajibkan untuk
mengolnuti penyakitnyva, sebagaimana
salxda nabi:

Berobatlab kamu. bat, hamba-
bamba Allah’ Sebab sesunggubnya
Allab tidak membuat penyeabir
kecuali membuat pula obatnya,
 selain satie penyakit. ialab sakit fig.
(Hadits riwayar Akbmad. fbu
Hibban. dan al-Heakim.

Artinya, seluma pernlatan nwedis
vang digunakan untuk membantu me-
nyembuhkan scorang pasien. inaka
upayy ‘menvembuhkan secam miaksi-
mal untuk mempertahankan kehicup-
an sangatlah divtumakan. Waliupun
pada akhirnya, segala vang hidup di
dunia ini. akan kembali kepada-Nya.
Schagainuna fimuan Allah swt, yang
artinya “Setiap yang bernyawa pasti
nati (3, 183).

Kematian yang dihamap-harapkan
tidak diperbolehkan dalam Iskim, Se-
hubungan dengan ini, hadits Nabi Mu-
hammad saw vang diriwayatkan oleh
Anas ra: Bahwa Rasujullah pernah
bersalxda:

Janganiab tiap-tiap vrang dari ba-
mitt mentinda-minta mati, barvenag

kesukaran yang menimpanya. Jtka
memang sangat perin dia berbuat
demtiian maka ucapkaniab doa
sebagat berilu:

“Ya Allab! panjangkan umuria,
kalau memang bidup adalab lebib
baik bagilu dan matibanlah aku
manakala memang matt lebib bath
bagthbu.”

Dari bunyi hadits tersebut, temyata
cuthanasia itu dilarang olelh ajaran
Agama Islam. Bagaimanapun seorang
harus mengetahui dengan tepat bahwa
“kehidupan® itu kepunyaan Allah yang
dianugerahkan hanya oleh-Nya. Dan
bahwa “kematian™ itu akhir hidup se-
scorang dan merupakan permulaan
hidup berikutnya. Kematian merupa-
kan kebenaran yang tidak dapat
dibuntah dan kematian adalal akhir
dari semua kecuali Aliah, Seperti dalam
fimun Allnh:

"Sesuaty vang bernyawa tidak
akan mati melainkan desgan izin
Allab. sebagat ketetapan tertenty
wakinnya Barangsiapa yang
menghondali pabale dunia. nisce-
va kami berikan bepada-Nva pa-
bala dunia itn, dan harangsiapa
Jang menghendaki pubala akhirat,
Kami berikan pula pabala althira,
Dan Kami akan memborthan ba-
lasan kepada orang vang bersvidnr
(Q.S. 3 145).

Islam, sebugai pandingan hidup
setiap nwslim mempunyai aturan hu-
kum yang sangat menghargai kehi-
dupan nzinusin. Allah berfirman dalam
salah satu ayat-Nya:
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Artinya; lalab yang mencipiakan
bamu dari tanab, sesudab i di-
tentuban ajal (kematian kamii).
dan ada lagi suatn afal yang diten-
tukan (untieh berbanghit) yang ada
pada sisi-Nva (vang dia sendirilab
mengelabuinya), kemudian kamt
masib ragi-ragh (tentang berbang-
kit ). (Al-Anam, ayat 2)

Setiap manusia ‘mempuny:ti batas
kehidupan. Maka apabil~ telah datang
kematiannya, maka tida  apat meng-
undurkan sajn harang s ant dan tidak
dapat pula mepunjukkan.

~Penundaan kematian®, sebagai
salah satu akibat dar cepatnya laju
perkembangan teknologi alat-alat ke
dokteran, menung memberikan fasi-
litas vang Jebih baik bagi usaha per-
panjangan umur sien yang nrenderita
sakit. Walaupun akibut penundaan
kematian ini, pasien tidak dapat nela-
kukan aktifitas kehidupan (vegetatif),
hanya aktivitas otak dan jantung saj
yang masih berjalan, dibantu dengan
alat respirator dan elektroensefalograf
(alnt pencatat gerakan otk). Dan ini
biasanya tidak terjadi dalam waktu
yang singkat, tetapi dapat berbulan-
bulan bahkan bertabun-tahun. Hal ini-
lah yang menimbulkan pendapat yang
pro dan kontra di dalam sikap “penun-
daan kematinan® ini. Di satu sisi, meng-
harapkan agar pasien cepat segend
sadar dan sembuh seperti sedia kala.

sementara di sisi lain, ada yang me-
ragukan kesehatan pusien akan pulih,
sebab melakukan aktifitas kehidupan,
dirasakan percuma akan menambah
penderitaan pasien. Di samping itu
juga menambab bebun bagi keluarga
pasien yang tidak mampu jika harus
menanggung biaya yang tidak sedikit
jumiahnya. Dalam hal ini, Islem sebagai
petunjuk jalan yang furus telay mem-
berikan peraturan yang telah dite-
tapkan oleh Allah kepada nuinusia.
Schingga diharapkag manusia dapat
menggunakan aturan tersehut dengan
sehaik-baiknya dan tidak menyimpang
dari apa yung telah digariskan oleh
Allah dan Rasul-Nya. Masaluh eutha-
nasin atru hak untuk mari ini- bukan
sajn sekedar berhubungan dengan
itikad (keyakinan) akan fetapi nusakah
ini juga menyangkut hubungun ken-
nusizin (nu‘anmalah).

Peran Hukum Islam

1ukum Islam adalah  atumn yang
membatasi dan menjagi agas manusia
sepntiasa terarh kepada tjuan vang
telaly digariskan.

Dalam Teori Klasik Hukum Islam
atau syariah diartikan sebagai:

perintah Tuhan yang diwahyukan ke-
pada Nabi Muhamamd saw, di mapa
hukum 1slami merupakan sistem ketu-
hanan yang mendahului negara (slam
dan tidak didahului olehnya, mengon-
trol masyarakat Islam dan tidak dikon-
trol olehnya.” -

sMuhamnicd Muslehuddin, Filsqfat Hukun Islanm dan Pemibkivan Orientalls,

Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991. hal. 45.
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Hukum Islam disebut juga Figh.
artinya pemahaman atu pengetshuan
tentang hukum. Menurut Abu Hanifah
adalah “pengetahuan tentang hak dan
kewajiban manusia (ilm al huquqg wa
al-wajibat),'*

Juga biasanya dikenal dengan numa
figh (yang tadinya memilikt arti baluisa
memahamil, sering juga disebut syari-
ah tyang semula berarti “hasil perbuat-
an), penanman dengan istilah figh ind
menunjukkan totlitas ruang lingkup-
nya dalam kehidupan sehinggn pene-
mapunnya dalam segenap aspek kel
dupan ftu harus diznggap sebagai upa-
ya pemaianian agama itu sendin.™

Tumbuhnya figh ini bersamaan
dengan agama Islam.

Karena agama Islam pada hakekatnys
adalah himpunan dari aqidah, akhlag
dan hukum amaliah. 1ukam amaliah
ini pada masa msululsh saw telah di
bentuk dari beberapa hukum vang te-
lah ada di dalam Al-Quran. Termasuk
pula hukum yang keluar dari msulullah
saw  dalam fatwanya terhadap suang
kejadiun atte Keputusan rerhadap
suaty kefadian st kepunsan terlu-
dap suatu perselisthan dan oo ted-
dap suatu soal.

Berdasarkan kesepakatan pada
jumhur (mayoritas tokoh) umat Islam,
hukum amaliah berpangkal ada empat

- pokok yaitu: (1). Al-Qurian (kalam

(diktum} Allah swt yang diturunkan
aleh-Nya dengan perantaraan malaikat
Jibril ke dalam hati rasulullah, Muham-
mad bin Abdullah dengan lafadzh
(kata-kata) bahasa Arab dengan makna
yang berurs, agar menjadi hujinh rasul
saw dalam pengakuannyn sebagai ra-
sulullah. Juga sebagai undang-undang
yang difadikan pedoman uwuat manusia
dan sebagai anul ibadah bila dibaca-
nya)."(2) Al-Sunmih (hal-hal yang <la-
tang dari msulollah saw, baik itu
ucapan, perbuastan, atu pengakuan). ™
(3). Al-lima’. (kesepokatun  semua
mujutahidin di antara unut Islam pacts
suare masa setelah kewatatan rsutul-
lah SAW atas hukum syar'i mengenai
suatu kefadianskasus. Maka apabila
terfadi suatu kejadian st dihadapkian
suate masalah dan mereka scpakat atas
suitu hukum mengenai hal i, nuka
kesepakatin mercka itu disebut jjma’.
(4) Al-Qivas (menghubungkan suatu
kefaclin yang tidak ada nashnva kepa-
da kefadian dain yang ada nashnya,
dalam hukum vang telah ditetapkan

“Muhammad  Muslehuddin, Hukzens Dararat dalaw Islam, Pustaka, Bandung,

1985, hal. 11

“Abdurmhman Wahid, Mukum Istam di Indonesta, Renuja Rosvda Karya,

Bandung. 1991, haj 1.

“Abdul Wahhab Khallat, Katdab-Kaidab Hubion Islam, Rajawali, Jakarta, 1989,

hal. 6.
"Ioid, hal. 22.
“Totd. hal. 47.
“Tbid. hal. 64.
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oleh nash karena adanya kesamaan
dua kejadian itu dalam illat hukum-
nya).?

Al-Quran dan Sunnah adalah pa-
tokan yang sudah jelas harus difkuti.
Dengan demikian. apabila terdapat
sustu kejadian, maka pertama kahl
harus dicari hukumnya di dalam Al-
Quran. Bila telzh ditemukan hukum
di- dalsmnya, maka harus dilaksanakan
hukumn- itu. Apabila tdak terdapar di
sana, maka harus melihat as-sunnah.
Apabila didapati hukum di dalanmya,
nuka harus dilaksanakan untuk men-
cari hukumnva sawu kejadian itu de-
ngan mencivaskan kepada hukum
vang telah ada nashnya.

Di samping i’ dan givas, ada
sumber hukum lainnya, “yaity istidlal,
istishab, istihsan. -dan al-masib all
mursalah.

- Istidial adalah “pemyaitaan tentang
hubungan yang ada antarm suatu pro-
posisi dengan yang lainnya™.=

Istishdb berkaitan dengan deduksi me-

lafui penanggapm kontinuitas yang da-

pat, dalam keackan paling batk meru-
pakan suatu prinsip pembuktinn dari-
pada sumber hukum.**

Istihsan suastu pilihan hukum, menunut

ulama ushul inlth berpindahnya se-

orang mujtahld dari tuntunan giyas jali

tqivas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas
samar), atau dafi hukum kulli tumum?
kepada hukum mengecualian, korena

ada dulil yang menyebabkan in men-
cela akalnya, dan dimenangkan bagi-
nva penndahanan i

Al-masalih al-mursaluh yuitu mushlahan
di mana syar1 tigdak mensyariatkan hu-
kum untuk mewujudkan maslah i
juga tidak terdapat dalil vang menun-
jukkan atas pengakuzinnya’ atuu pem:
batalannya. Maslhahah tu disebut mut-
lak karena tidak dibaalkan oleh dalil
pengakuasi atan pémbatatan.®* 1 °
Atau dokim kondisi yang samm, se-
orang ahli hukum memilih flan vang
bebs, ~dent kemastalitan nasyvarakat
secar] umum’

. 1
Persvaratan al-mashalih mursalah:

1. Kasue yang dihadapi haruslih ter-
masuk bidang nueinulah, sehinggo
kepentingan yang teddibat di dalam-
nya dapat dinilai berdasarkan pe-
nalarin, S

2. Kepentingan tersebut mestilah se-
suni dengan jiwa syard'ah dan tidak
bertentangan dengan salabh atau
sumber hukum i dalamnya.

3. Kepentingan tersebut haruslah be-
rupa hal-hal pokok dan darurar,
bukan bersifin peayempurna (ke-
mewahan}.~

Halhal pokok mencakup tindakan
memelihars aganm, kehidupan, akal,
keturunan dan kekayaan, Hal-hal yang
darurat berhubungan dengan usaha

‘irbtad, hal. 76.

2Muslehuddin, Hukum Darurat dalam Islam, Op.Git.. hal. 118.

Toid.
*Abdul Wahhab, Op.Cé¢, hal. 120.
“fbid., hal. 126.

*Muhammad Muslehuddin, Op.Git., hal. 48.
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untuk memperbaiki kehidupan. Ada-
pun hal-hal penyempurna bersifat
“hiasan dan tambahan™

Menurut Malik, pencetus teori al-
masalih mursalah, ada tiga syarar yang
melekat pada kualifikasi kepentingan
(teori di atas):

Pertama, bahwa persoalan yang di-

pertimbanglean haruslaly se-
suatu yang menyinggung
persoalan-persoiian tran-
saksi sehingga termasuk i
dalamnya bisa ditafsiskan

- atas landasan akal. Persoal-
an tersebut tidak harus se-
suatu vang Derhubungan
dengan ketatin agan,
Kepentingan tersebut harus
sejalun dengan semangat
syarialt dan lawus tidak bher-
tentangan dengan salah satu
sumbernyzr.

kedu,

Retiga,  kepentingin itu harus hoer-
sifat darun tessensial dan
mendesak), bukan tihsini
Gingin kesempurmaan). Tipe
itruri meliputi  pemelitia-
raan agama. kehidupan,
akal, kewrunan dun ke-
kavaan.

Tipe whsini berhubungan dengan
“pemolesan din perbaikan”

Sebagaimana dikerzhui, tujuan
syari dalam pembentukan hukumnya,

yaitu merealisir kemashlahatan manusia
dengan menjamin kebutuhan pokok-

. nya dan memenuhi kebutuhiin sekun-

der serta kebutuhan pelengkap mere-
ka, Dengan demikian, setiap hukum
syara’ tidak ada tujuan kecuali salah
satu di antam tign unsur tersebut, di
nuna dani tiga usur tersebut dapat
terbukti keumslahatan manusia.

Adapun hal yang bersifut darur,
yaitu sesuatu yang nxenjudi pokok ke-
butulan hidup manusia dan waiib ada-
nya untuk menegakkan kenwshiahatan
bagi nuanusia itu (primer). Apabila
tanpa-tanpa adanya sesuate itu, maka
akan terganggu keharmonisan manu-
sizt, dan tidak akan tegak kemaslahatin
mercka, serta tegadilah  kehancuran
dan Kerusakan bagi mercka.

Hal yang bersift primer (daruri)
bagi manusia dakun pengertian ini
berpangkal pada lima perkara yaitu:
aganu, jiwa, akal, kehormatan dan
harta

Jaci, memelibara salaly satu di an-
tara lim perkara itu, adalah merupa-
kan kepentingan vang bersitt primer
bagi muanusia.

Haji tsckunder) ik sesuatu yung
diperlukan olch manesia dengan mak-
sud untuk membust ringan dan Lipang,
Juggt untuk menanggulangi kesalitan,
beban yang harus dipikul dan kepa-
vahitn dalami mengarungi kehidupan.
Apabila hal ity tidak tcrpenuhi tidak
berari dapat merusak kelutrmonisan
kehidupan manusia dan tidak akan

“Ibid .
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ditimpa oleh kehancusan seperti jika
kebutuhan daruri tidak dapat terpe-
nuhi.

Tahsini, yaitu sesuatu yang dituntut
oleh norma dan tawanan hidup, serta
berperilaku menurut jalan yang lurus,
Apabilza hal itu tidak ada, tidak berarti
merusak keharmonisan kehidupan -
nusia seperti ketika tidak aclanya hal
yang bersifat durirah. Juga tidak ditim-
pa kepayahan seperti ketika tidak ada-
nya hal vang bersifat hajiah.

Jika kita anusti pada kasus eutha-
nasia, neka persoaxfan inj adatal temu-
suk pada kualifikasi kepentingun da-
ruri, yaitu jiwa. Ainya, bagi manusia
kepentingan yang bersifat primer bagi
nmnusiz ini harusiah dipelihara. Jika
dikaitk:n dengan mumsalah mursalah,
maka ada tiga hal penting dadam kuali-
fikasi kepentingan yaitu:

1. Mashlahat Muktabarah: kepenting-
an yang diaokui dalam syaritah se-
perti halaya melindungt kehidupan,

~agama, Keluarga, akal dun ke-
‘kayaan, dan ada yang menambah
dengan kehormatan.

2. Mashlahat Mulghat: kepentingan
vang dibuang oleh syari'ah. Dalam
hal ini dicela dan dibuang oleh
syara’. Kalau euthanasia disnggap
bertentangan dengan nash atau
syara’ maka in masuk dalam ka-
tegori ini dan euthanasia tidak di-
perbolchkan.

3. Mashlahat Mursaloh: Kkepentingan
yang tidak terbatas dan tidak ada
ketentuannya, disebut teori masalih
mursalah, karena ia membicarakan
kepentingan yang tidak dibatasi,

karena ia membicarakan kepen-
tingan semacam itu yang diabaikan
oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa
batasan maupun ketentuan. Ini
adalah cam penemuan hukum un-
tuk kasus yang tidak disebutkan
aleh undang-undang,

Syarat-syarat penggunitan mashia-
hat mursalah:

1. tidak bertentangan dengan prin-
sip umum,

2. untuk kepentingan publik.

3. dimsakan mendesak oleh nur-
syarakat.

Jika diperhatikan syarat nomor satu,
dapat ditemukan kesimpulin bahwa
euthanasia tidak dibenarkan berdasar-
kan masalah mursalah, karena berten-
tangan dengan prinsip umum, yang
tidak diatur di dalam peraturan yang
ads sebelumnya. Dengan demikian,
cuthanasis ini termosuk ke dalam
maslihah mulghat, dicela dan dilarang

syara’.

Kesimpulan

Jiks mempergunakan hukum do-
rurat jelas terlihat bahwa kepentingan
umum di dalam kasus euthanasia ini
adalah sesuatu yang mutlak perlu
untuk dipertimbangkan, dan ini sama
saja dengan darurat. Tak dapat disang-
kal hahwa: '

Jika kemaslahatn yang sama dengan
damurt ity bertentangan dengan hu-
kum, maka hukum harus minggir dan
memberikan jalan kepada yang perta-
ma, sebab keadaan dasurnt tidak me-
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ngenal hukum®
Darurat yang dimaksud di sini ada-

lah kualifikasi kepentingan yang ber- -

sifat daturi, yang menjadi pokok ke-
butuhan manusia. Yang apabila tidak
ada sesuatu itu akan terjadi kehancurun
dan kerusakan. Pada cuthanasia ini un-
tuk dikatakan darurar harusiah melihat
kepada, dalam hal kondisi apa eutha-
nasiy inj diperbolehkan. Bagaimdnapun
Islam sangat menghormmti hak mem-
pertahankan hidup seorang manusia.
Oleh karenanya siapapun tidak dapar
menghentikan kehidupan sceseomng,
selagi itu masih dapat dipertimbang-
kan. Sebagainmana penegasan dalam Al-
Quran Surat 3; 143
Sesuaty yang bDernvawa tidak akan
“mati melainkan dengan izin Allah, sc-
bagiimana ketetapan vang telih cliten-
tukan waktunya, Baringsiapa meng-
hendaki pahala dunia. niscuya Kami
berikan kepadanya pahala dunia i,
slain barang siapa menghencdaki pada
akhir, kami berikan pula phala akhi-
it Dan Kami akan memberikan ba-
Lisan kepada orang vang berssukur”

Persoalan yang titmbul adalah by
gaimanz jika dihadapkan pada secorang
pasien yang kesakitan akibat penun-
daan wakm kemartian karena ada
harapan medis untuk sembul kembali,
Keuntungan untuk mengurangi pen-
deritzan kemudian menimbulkan per-
tanyaan, mana vang lebih menderita,
kesakitan atau mati? Susshaya, pro
maupun kontra terhadap Euthanasia

ini punya alasan yang sama; rasa iba
dan kasih sayang. Bagaimanapun juga,
disini “right to die” (hak untuk mati)
ini harus dilihat sebagai hak ideal, tidak
sekedar hubungan antara manusia
(hablumminaannas), tetapi juga hu-
bungan dengan Khaliq (hablumminal-
[ah) dan bukannya sebagai hak milik
pribadi. Ini berarti, keputusannya ber-
gantung pada pertimbangan dan dia-
log yang paling bijaksuna dan prakuis.
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